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BUPATI KEPULAUAN ARU 
PROVINS! MALUKU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 
NOMOR lj TAHUN '.;Loll.\ 

TENT ANG 

RETRIBUSI IZIN TRAYEK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN ARU, 

a. bahwa Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu 
sumber pendapatan daerah yang potensial dan dapat 
dipungut secara efektif dan efisien; 

b. bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor .130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049) memberi kewenangan bagi daerah 

· untuk melakukan pemungutan Retribusi Izin Trayek 
sebagai salah satu jenis retribusi perizinan tertentu; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin 
Trayek; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, 
Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten 
Kepulauan Aru Provinsi Maluku (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350); 

3. Undang-Undang Nomor 32 T'ahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahuri 
2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 



; 

4. Undang-Undang Nomor 28 T:a.hun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor l.30 Tai1u11 �:009, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Peraturan Pemerir tah N0m0r 43 tahun 1993 tentang 
Prasarana Lalu Lintas .Jala.;1 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pemerintahan Daeran Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota ILembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. · Peraturan Pernerir .. t8.i'.1 I'J,);t1G:t� 69 Tahuri 2016 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Prodnk Hukurn Daerah; 

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 
2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan 
dengan Kendaraan U.111u11t; 

. 10. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014 
tentang Evaluasi 10 (sepuluh] Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 
2014. 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

dan 
BUPATI KEPULAUAN ARU 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru; 
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru; 



4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat D8J"T8.h sebagai unsur pelaksana 
otonomi daerah di bidang pendapatan daerah kota; 

5. Fejabat adalah pegawai yang dii:xxi cugas cciltrlLU dibidang retribusi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

6. Kendaraan umum adalah kendaraan l:lermotor yang disediakan untuk 
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran; 

7. Trayek adalah lintasan kendaraan umurn untuk pelayanan jasa angkutan 
orang dengan mobil bus, yang mernpunvai asal dan tujuan perjalanan tetap, 
lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah kota; 

8. Izin Trayek yang selanjutnya disebi.; �il:t u,:(:1l("1l:.. I�i11. y·;.1..11g Glberll;,:ai-1 kepada 
orang pribadi atau badan untuk menyedrakan pelayanan angkutan 
penumpang umum pada Trayek tertunju k: 

9. Pengusaha angkutan umum adalah setiap orang pribadi atau badan hukum 
yang melakukan kegiatan usaha di bidang angkutan umum; 

10. Mobil penumpang adalah setiap :::.:.t.ti�d.rc.t.r:i..i", ·'.)t::r111,Jtor Jang dilcngkapi 
. sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat 
duduk pengemudi, baik dengan mau nun tanna nerlengkapan bagasi; 

11. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor vang dilengkapi lebih dari 8 
(delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik 
dengan maupun tanpa perlengkapan pt:115ai1.5�....:ito..r:i. oagasi; 

12. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke 
tempat lain dengan menggunakan kendaraan <ii ruang lalu lintas jalan; 

13. Angkutan umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan 
barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran; 

14. Angkutan khusus adala.h kendaraan bcrmotor yang disediakan untuk 
di,pergunakan oleh umum menga.ngkat orang untuk keperluan khusus atau 
untuk mengangkut barang khusus; 

, 15. Angkutan Antar Kata Dalarn Provinsi yang selanjutnya disingkat AKDP 
adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar da.erah 
ka.bupa.ten/kota. dalam sa.tu daerah provinsi dengan menggunakan mobil 
bus umum yang terika.t da.lam trayek; 

16. Angkutan Kata adalah angkuta.n dari satu tempat ke tempat lain dala.m satu 
daerah kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang 
umum yang terikat dalam trayek; 

17. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atau kegiatan tertentu 
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau 
badan yang dimaksud untuk pembinaan pengaturan, pengendalia.n dan 
pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya 
alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; 

18. Retribusi izin trayek yang selanjutnya dapa.t disebut retribusi adalah 
pembayaran atas pernberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk 
menyediakan pela.yanan angkutan penumpang umum pada. suatu atau 
beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah: 

19. Bad an adalah ben tuk badan usaha yang melipu ti Perseroan Terbatas, 
Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara atau 
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, 
Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, 
dana pensiun, bentul: usaha tetap ;j\::£ t£.. beo.da1� usaha Iainnya; 



20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat 
SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk 
melaporkan data objek Retribusi dan W8Jib retriousi sebagai data 
perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan 
perundang-undangan Retribu si daerah: 

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD 
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang 
terutang; 

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat 
disingkat SKPDTB adalah sure: -r , �,.·.[··., • .--.,-- .. ,._ng menentukan jurnlah .l. J. ..1. ""- :\...I.'- ,._,,, Cl C...l. �:, J.<'..l.1- L:i.. pl.i.• . ...._�:,U..>.J. _ye.Li. ..t. "--..1..1..>...-.1._..\.U...1.\..UJ...1.. _., .l.<:.Ll..l. 

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 
daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selaniutnya dapat disingkat STRD 
adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi 

• berupa bunga dan atau denda; 
Surat Keputusan Keberatan adalan surat keputusan atas keberatan 
terhadap SKRD atau dokurnen la.in vang dinersarnakan dan SKRDLB yang 
diajukan oleh Wajib Retribusi; 
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan 
dan mengolah data dan atau keterangan ,;,.lm,:,,a. dalam rangka pengawasan 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan 

24. 

23. 

25. 

perundang-undangan retribusi daerah: 
26. Penyidik adaJah Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 
27. Penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi adaJah serangkaian 

tindakan yang dilakukan olch I'enyidik F.::ga:wai Ncgeri Sipil yang 
selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti ini membuat terang tindakan pidana di bida.ng retribusi 
yang terjadi dan menemukan tersangkanya. 

BAB II 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas 
pemberian izin trayek. 

• 

Pasal 3 

Objek retribusi adalah pemberian izi» 'l'rc1.;'ek k':'.p8-da "rang pribadi atau Badan 
untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau 
beberapa trayek tertentu. 

PasaJ 4 

{l) Subjek Retribusi ad2Ja_._11 orang pribadi atau Badan yang mempercleh izin 
trayek dari Pcmerintah Daerah. 

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Ketentuan 
Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi 
izin trayek. 



{1) Izin sebagaimana dirnaksud d.;.la11: ?asG.l J ·v.-ajib din1i1ilci oleh set.ap 
pengusaha di daerah. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada avat (1\ disesuaikan dengan jumlah 
sarana angkutan umum yang dimiliki. 

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati Kepulauan 
Aru berdasarkan pcrmohonan tcrtu;i.;; yang Jiajuka:n oleh pengusaha yang 
telah memenuhi persyaratan. 

(4) Ketentuan tentang tata earn. permohonar- dan persyaratan perizinan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati Kepulauan Aru. 

Masa berlaku izin sebagairnana di!·:.:1o.lt�i.Ad t:d.lfu�l Pasal 5 adalah 5 (lima) 
Tahun. 

(2) Setiap Tahun pemegang izin wajih melakukan pembaharuan Kartu 
Pengawasan. 

(3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin, 
pengusaha s1..1da11 haru s mengajukan perJ.1.10l.t0t1ru1. perpanjangan. 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 7 

Retribusi izin trayek digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu. 

BAB rv 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 3 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan 
kapasitas angkutan penurnpang umum. 

BABV 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 
Pasal 9 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi 
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya 
penyelenggaraan pernberian izin trayek. 

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi penerbitan dokumen izin , penzawasan di lapangan. penegaka.n 
hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin 
terse but. 



BAB VI 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pasal ini adalah sebagai berikut : . 
No Objek Retribusi Besar Tarif Retribusi . Keterangan 

Per Izin Rp. 10.000,­ 
Rp. 15.000,- 

1. Penerbitan Izin Trayek : I 
, [ 

1 

Per Kendaraan 

I 
a. 12 tempat duduk (Seat) Rp. 300.000,- per tahun 

1--�-1--b_._l_6_t_e_m_.�p_a_t_d_u_d_u_,k-.:(._S_ea_t�·-l���·-P_.��·��S_O_O_.n_.,_0_0�,-��-1-�������' 
�- Pemberian Izin Insidentil ; ' 

a. 12 tempat duduk (Seat) 
b. 16 tempat duduk (Seat) 

(2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali. 
(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana ::lir-.iaksc:.d pada ayat (2) dilakukan 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, 
, (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati Kepulauan Aru. 

BAB VII 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 11 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin trayek diberikan, 

BAB VIII 
MASA RETRIBUSI DAN SMT RETRIBUSI TERUTANG 

Pasal 1.2 

(1) Masa Retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 
Tahun. 

(2) Masa Retribusi Izin Insidentil adalah jangka waktu yang lamanya 
disesuaikan dengan jangka waktu perjalanan pulang - pergi maksimal 14 
(empat belas) hari . 

• 

PasaJ 13 

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan. 

BAB IX 
PEMBAYARAN, 

PE1'JUI'JGUTliN D./\.I-J PZii/iGI1-LA.l'-J 
Bagian Pertama 
PEMBAYARAN 

Pasal 14 

(1) Rctribusi yang terutang harus dilunasi sd:aligu:s. 



: 

, (2) Retribusi yang terutang diJunasi selarnbat-lamhatnya 15 (lima belas) hari 
sejak diterbitkannya SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan dan 
STRD. 

(3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan 
yang ditentukan dapat mernberikan pers<>t11jw1.n kepada ,vajib Retribusi 
untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, peayetoran, tempat 
pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati Kepulauan Aru. 

Bagian Kedua 
PEMUNGUTAN 

Paaal 15 

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. 
(4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati 

Kepulauan Aru. 

Bagian Ketiga 
PENAGIHAN 

Pasal JI) 

(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD 
jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi terutang tepat pada 

· waktunya atau kurang mcmbayar. 
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didahului dengan Surat Teguran. 
: (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana 

dimaksu.d pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang 
tidak atau kurang dibayar. 

(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

BABX 
SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 17 

Dalam hal wajib retribu si tidak membavar tepat pada waktunya atau kurang 
mernbayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua 

persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan 

ditagih dengan menggunakan STRD. 



{l) Selain sanksi sebagaimana di1113l-rsu,:1 yad.:. P;:;.sa.1 17, pengusaha yang tidak 
memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diberikan 
tambahan sanksi administrasi berupa : 
a. Pembekuan izin; dan 
b. Pencabutan izin. 

(2) Tata cara pengenaan sanksi seoagarrnana JiJ.11aksud pada ayat (1) akan 
diatur dengan Peraturan Bupati Kepulauan Aru. 

BAB XI 
KEBERATAN 

Pas:.1l 19 

, (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatannya hanya kepada Bupati 
Kepulauan Aru atau pejabat y,mg ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

1 (2/ 1.:eberata.11 diajukan secara tertulis J.&cu11 0�:i.a.-:,a. Indcnesia dengan discrtai 
alasan-alasan yang jelas. 

(3) Keberatan harus diajukan dalarn jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, 
kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka 
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan {3) tldak dlanggsp S{."JagJ.l surat keberatan sehingga tidak 
dipertimbangkan. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan 
pelaksanaan penagihan Retribusi. 

Pasal 20 

( 1) 

(2) 

Bupati Kepulauan Aru dalarn jangka v?al::t'-1 paling lama 6 [enarn) bulan 
sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atau 
keberatan yang diajukan. 
Keputusan Bupati Kepulauan Aru atas keberatan dapat berupa menerima 
seluruhnya atau sebagian atau menambah besarnya retribusi yang terutang. 
Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan 
Bupati Kepulauan Aru tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang 
diajukan tersebut dianggap dikahulkan 

BAB XTJ 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 

Pasa121 

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Waiib Retribusi dapat mengajukan 
permohonan pengembalian kepada Bupati Kepulauan Aru. 

(2) Bupati Kepulauan Aru dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 
• • d"" . h • � 1 ·• ,. n 't.. • sejax rtenmanya pcrrno 011ar'- n:CI(.'.u.il'lct.ll pcmoayaran .t .... etnbusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memberikan keputusan. 



(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui 
dan Bupati Kepulauan Aru tidak memberikan keputusan, permohonan 
pengembalian kelcbihan Retribtisi dianggap diri:£ibulkai1 dan SKRDLB harus 
ditertibkan dalamjangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempun.yai 1.1tang: Petribusi lainnya, kelebihan 
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling Jama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SI{RDLB. 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pemnayaran Retribusi dilakukan setelah 
lewat 2 (dua) bulan, Bupati Kepulauan Aru memberikan imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 
Retribusi. 

1 

(7) Tata cara pengembalian pernbayaran Rt:(•:·�:_,u:1i sebagaimana dimaksud ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Bupati Kepulauan Aru. 

Pasal 22 

(1) Perrnohonan pengernbalian kelebihan ;,J��C·-9..�lG.I?Jl retribusi diajukan secara 
tertulis kepada Bupati Kepulauan Aru dengan sekurang-kurangnya 
menyebutkan : 
a. Nama dan alamat wajib retribusi; 
b. Masa retribusi; 
c. Besarnya kelebihan retribusi; dan 
d. Alasan yang singka.t dan jelas. 

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan 
langsung atau melalui pos tercatat. 

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat 
merupakan bukti saat permohonan direrima oleh Bupati Kepula.uan Aru. 

I 1 ) l� Pengernbalian kelebihan Rctri:Jusi dilakukan dengan 

menerbitkan Surat Perintah Membayar Ke!ebihan Retribusi. 
, (2) Apabila .kelebihan pembayaran Reu1uu,;i uipernitungkan dengan uta.ng 

Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) 
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti 
pemindahbulanan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. 



BAB XIII 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 24 

(1) Bupati Kepulauan Aru dapat mernberikan pengurangan, keringanan, da.n 
pembebasan Retribusi. 

i (2) Pemberian pengurangar; atau keringanan reu ibusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara 
lain dengan mengangsur, 

(3) Pembebasan retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat {l) antara lain 
diberikan kepada wajib retribusi yang mengalami bencana alam dan/atau 
kerusuhan. 

(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pernbebasan retribusi ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Kepulauan Aru. 

BABXlV 
KEDALUWARSA PENAGIHAN 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui 
jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, 
kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. 

(2} Kedaluwaraa penagihan retribus! s.::·;:;ag&i..::n_a;_j_a dimaksud pada ayat {1J 
tertangguh apabila : 
a. diterbitkan Surat Tegura.n; atau 
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribu si baik langsung 

maupun tidak langsung. 
Dalam hal diterbitkan Surat Teg1.ira11- scGagal11ia11a dirnaksud pada ayat (2) 
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat 
Teguran tersebut. 
Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pa.da 
aya.t (2) huruf b a.dalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan 
masih mernpunyai utang Retribusi. dru1 belurn melunasinya kepada 
Pernerintah Daerah. 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib 
Retribusi. 

Pasal 26 

(1) Piutang retribusi yang tidal, mungkir; ditagih lagi karena hale untuk 
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

1 (2) Bupati Kepulauan Aru menei.apkan Keputusan Penghapusan Piutang 
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur 

dengan Peraturan Bupati Kepulauan Aru. 

(4) 

,,, ) \0 



BAB XV 
INSENTIF PEMUNGUTAN 

Fasa 27 

(1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat 
diberikan insentif atas dasar nencapaian kineria tertentu. 

a - a 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 
Anggara.n dan Penda.pa.ta.n Belanja Dd.t1'al1. 

(3) Besaran pernbayaran insentif ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Aru. 

BAB XVI 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pas&: 28 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Aru diberi wewenang khusu s s<"ha.g8.i penyidik untuk melakukan 

.penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana 
dimaksud dalarn Undang-Undang Hu.i.;\.dil Acara r"ic,ana. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a .. menerima, mencari, mengumputkan r!8n meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar 
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap danjelas; 

b. meneliti, mencari dan mengurnpulkan keterangan rnengenai orang 
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

c. merninta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

d. rnerneriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain 
berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

e. melakukan penggeledahan -u.11.Lu�<. r;_1t;r,.dapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

g. menyuruh berhenti dan/atau rnelarang scseorang meninggalkan ruang 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan merneriksa 
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang 
Retribusi daerah; 

i. memanggil orang untuk didcngar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka a.tau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak 

pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat 
dipertanggung jawabkan. 

, (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dfmulainya penyidikan dan rnenvampaikan hasil penyidikannya kepada 
penuntut hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang­ 
Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana. 



. . 

BAB XVII 
KETENTUAN PIDANA 

Pas.1129 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 
Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang 
tidak atau kurang dibayar, 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran . 
(3) Denda sebagaimana dimaksud p<>rl'l 'l.v'lt IJ.) rnerupakan peneri.ma.an 

Negara. 

BABXV!Ii 
KETENTUAN PERALIHAN 

, Semua Perizinan dan Ketentuan yang mengatur tentang Izin Trayek yang telah 
! diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, hak dan kewajiban 
; dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan 
I Daerah ini. 

BAB XVIII 
KETENTUAN PENUTUP 

! 

! Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
, Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

SA. GA!NAU 

Diundangkan di Dobo 
pada. tanggal 11.. M'�L 'Z-01'1 
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 

CW------ 
ARENS UNIPLAITA 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU 
TAHUN ').()!/,/ NOMOR L-j 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAl� ARU PROVINSI MALUKU 
(NOMOR (3 / TAHUN) ';l..otl./ 



PEN.JET ,ASA N 
ATAS 

PERA'TURAIV DAERAH hr,.DUPATEl'l n::cr·uLAUAN ARU 
NOMOR /,/ TAHUN %lL\ 

TRNTA.l\!0 

RETRIBUSI IZIN TRAYEK 

1. UMUM 
Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak :C.a(:.tai'"i. G.a11 Retribusi Daerah, maka 
retribusi izin trayek merupakan salah satu jenis retribusi perizinan tertentu 
yang dapat ditarik oleh Pernerinrah Kiab11.n8ts"n /Kota, Ditariknva jenis 
retribusi ini juga dimungkinkan dengan adanya pernberian kewenangan 
kepada Daerah guna menjalankan pembangunan di Daerah. 

Salah satu faktor penunjang µdbk::;w1a&." pembangunan di bidang 
perhubungan darat, khususnya pada angkutan jalan adalah angkutan 
penumpang urnurn dan oleh karena �e,l<P1'1.b:>ng,mnya terus meningkat, 
maka dalam rangka pengaturan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas perlu 
ditertibkan melalui pemberian izin trayek. · 

Pemberian penerbitan izin travek diikuti dengan pembayaran sejumlah 
retribusi sebagai pemasukan bagi penerimaan asli Daerah yang nantinya 

t�gas-tugas pemerintahan, 
pembangunan dan pelayanan masyarakat, terutama dalam bidang 
perhubungan darat. 

2. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup Je1as 

Pasal 2 
Cuku p ,J elas 

Pasal 3 
Cukup Jelas 

• 
Pasal 4 

Ayat (1) 
Cukup Jelas 

Ayat (2) 
Cukup Jelas 

Pasal 5 
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Ayat (2) 
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Ayat (4) 

Cukup Jelas 



Pasal 6 
Ayat (1) 
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Ayat (2) 
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Cukup Jelas 

Pasal 7 
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Pasal8 
Cukup Jelas 

Pasal 9 
Ayat (1) 
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Pasal 10 
Ayat (1) 

Cukup Jelas 
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Pasal 11 
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Pasal 12 
Ayat (1) 

Cukup Jelas 
Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Pasal 13 
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Ayat (3) 
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Ayat (4) 
Cukup Jelas 

Pasal 15 
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Cukup Jelas 
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Pasal 16 
Ayat (1) 
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Pasal 17 
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Pasal 20 
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Ayat (3) 
Cukup Jelas 
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Pasal 22 
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Pasal 23 
Ayat (1) 
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